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19, Tambahan kmbaran, Negara Republik Indonesia f.,lompr
2730 );

3. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 rentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3B5l);

4. Undang-Undang Nomor 17,fahun 2003 tentang Keuangan
Negara (r,embaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 20o3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repr:blik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
Pemeriksanaan pen

Negara (Lembaran f:-:riffi r,ffix#+k*:;
Nomor 66, Tambahr
Nomor 4400); 

rn Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan pembi

Repu brik rndonesia Til::,Iff 'T::",:il:.t_::iT
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4 42I );8. Undang-Undang Nomor A2 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daeral
rahun 2004 *o",o.' T?:ill:ff I.,#*i"TJ_:;
Republik Indonesia N
beberapa rari, te.arruoll[T'r-r#;ffi;'il#'i;
Tahun 20Og tentang perubahan Kedua Atas Undang_UndarrgNomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daeral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nr:nror59, Tambahan Lembar
ag44); 

I'an Negara Republik Indonesia Nomor

9. Undang-Undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Daerah (Lembaran

Tahun 2OO4 tentang
Pemerjntah pusat dan

Ncgara Repr:blik Indoncsia
―

ヤ

、
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a2,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5%a\;

12. Peraturan Pemeriutah Nomor 24 Talrun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir clengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 lerhun 2O04 Tentang Kedudukan Protokoler Dan

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 4'l,'l'ittrtbaltittr [,ctltbaran Ncgara RepuLrlik lndorlt:siit

Nomor 47i2);

13. Peraturiln Pcmerintah Nonrclr 23 Tahun 2005 tental"IS

Pengclolaan licuitrtgan lSrldan Layanan Umum (Lcarbararl

Negara. l?cpublik lndoncsia Tahun 2005 Nomor 48'

Tambahan Lembi:ran Negara Republik Indonesia Nomor'

45021 sebagainrana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nonror 74Tahun 2012 tentang Perubilhatr Attrs

Perahlratt Pemcrintah Nornor 23 Tahun 2005 tcnt'ang

Pengelolaan Ker-tangan Badan Layanan Umum (Lembaratt

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17 1'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

53a0);

14. Pcraturan Pernerirrtah Nt>rnor 55 Tahun 2OO5 tentang Danet

Perimbanllaur (Lcmbararr Ncgara Republik Indonesia'l'arlrurr

3
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.l
2OOS Nomor 137, Tambahhn Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesra Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah ciengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Ileuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tanun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a61a);

19. Peraturan Pemerintah Nomor s rahun 2oog tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 1g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

20. peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara n.prrurt
Indonesia Tahun 2oro Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. peraturan pemerintah Nomor T1 Tahun 2OlO tentangStandar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara

4
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004
tentang K,:duduka:r protokoler dan Keuangan pimpinan clan
Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diub:rh tcrakhir
dengan Pcratur:rr-r Daerah Kabupaten Magetan Nornor 6
Tahun 2O )7 ( Lernbaran Daerah Kabupaten Mageran .laltun

2007 Nomor 6);

3O. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 2O0g
tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 200g Nomor
8);

3I. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor l0 Tahun
2008 tentang penyertaan Modal pemerintah Kabupaten
Magetan pada perseroan Tcrbatas Bank pembiayaan Rakyat
Syaria_h Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor l0);

32. Peraturan Daer.al.r KabupaLen Magetan Nomor S Tahun 2011
tentang Darrar Czrdtrngan Kabupaten Magetan (Lembarern
Daerah l(abupatcn Magetan Tahun 201 1 Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 2O11

tentang Pajak Daerah (Lemtraran Daerah Kabupteten
Magetan T:rhtrn 201 I Nomor 8);

34. Peraturarr Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 201. l
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lrmbaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi .Jasa Urnum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahur.r 2Ol2 Nomor 1);

36. Peraturan Daererh Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2O12

tentang Rel.ribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Ketbupatcn

Magetan 1'rlun 2012 Nomor 2);

37. Peraturan Daetil{t Kabupeten Magetan Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pccloman Penyertaan Modal Daerah (l,enrb:rrarr

Daerah l(abupaterr Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 7 ,

Tarrrbahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

18);
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun

2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN R\KYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkar-r

a. Semuia

b. Bertarrbah

Jumlah Pendapatan Seteiah Perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Defisit Setelah Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

i) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan Setelah

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN ANGGARAN

2014

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20 14 semula berjumlah

sebesar Rp. 1.340. 17 9.61 1.7 36,00 bertambah sejumlah Rp.64.4 17 .O43. 194,00

sehingga menjadi Rp. 1.402.596.654.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Rp.1.340179611736,00

Rp.   64.417.043194,00

Rp. 1404.596654930,00

Rp l.403496.525.571,00

Ro  131 820 772 158,15

Ro 1 535 317 297 729,15

Rp. (130720.642.799,15)

Rp   79.816913835,00

Rp.   69403.728964,15

Pcrubahan    Rp.  149220.642799,15

7
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b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

Rp. 16.500.000.000,00

Rp. 2.000.000.000.00

卜
Ｙ

JurnlahPengeluaranSetelahPerubahan Rp. l8.S00.OOO.OOO,OO

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah perubahanRp. i30.720.642.799.1S
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,OO

Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 112.Z58.8OO.OOO,OO

2) Bertambah Rp. 3.741.200.00O.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 116.500.000.000,00
Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. }4S.Z8S.8O2.TZT,OO
2) Berkurang Bp. 2.207.649.53 )

Jumlah Dana perimbangan Rp. 943.07g.153.448,00
Setelah Perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semulat Rp. 282.135.008.757,00
2) Bertambah Rp. 62.g83.492.725.00

JumlahLain-lainpendapatanDaerah Rp.345.0lg.sor.4g2,oo
yang Sah Setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah seL'agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 25.218.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.44O.622.496.8a

Jumlan Pajak Daerah Setelah perubahan Rp. 26.659.622.496,gg
b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 20.468.922.000,00
2) Berkurang Rp. (2.998.9O5.000.00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah perubahan Rp. lZ .4ZO.OlZ .OOO,OO

8



Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.g86.343.503,i2
yang Dipisahkan Setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

c. Hasil pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula

2) Bertambah
Rp. 2.868.701.000,00

Rp. 17.642.5O3. r2

Rp. 64.2O3.17T.oOO,OO

Rp. 5,281.8a0.000.0Q

Rp. 46.284.225 9Z9,OO

(Rp. 2.207.6a9.531.0o)
Perubahan Rp. 44.026.526.448,OO

Rp. S8.964.980.00o,00

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

Rp. 2.000.000.000,00

0,00

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah Rp. 69.485.017.000,00
yang Sah Setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil l

1) Semula

2) Berkurang

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah
b. Dana alokasi umum

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Umum
Setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus
1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Khusus
Setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
hurufc terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula

Rp. 8a0.086.597.000,00

Rp. s8.964.980.000,00

0,00
2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah pendapatan Hibah
Setelah perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Dana Darurat Setelah

Rp

Rp.
Ｌ

く

、
9
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Re. 0.00
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c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 57,589.672.129,00
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

2) Bertambah

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Dana Penyesuaian clan

1) Semula

2) Bertambah

Rp   47.946.370.973,00

Rp.    9.643.301.156.00

Rp.  208.327.111.784,00

Rp.

Rp.259561.087000,00

Rp   25.824.277.000,00

-…

Rp.       6.216.353.00

Ro

Rp              o,oQ

Rp.     37.249.000,00

Otonomi Khusus Setelah Perubahan

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya

―

・

」umlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi    Rp. 25.824277.000,00

Atau Dari pcmcrintah Daerah Lainnya

Setelah Pcrubahan

l Dana Bagi Hasil dari Pcmcrintah Pusat

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Pusat Setelah Perubahan

g. Pendapatan Lainnya

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Pendapatan lainnya
Setelah Perubahan

Rp 0,00

6.2161353,00

Rp 37249.000,00

Pasa1 3

(1)Belatta Daerah sebagaimana dimaksЧ d dalam Pasd l terdiH daH:
a.Belatta Tidak Langsung

l)Semula

2)Bertambah

」umlah BelanJa ndak Langsung Rp

Setelah Perubahan

Rp  9o5.060.206.071,oo

10
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Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan Rp. 526.435.696.537,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Belanja pegawai Setelah perubahan Rp. 9O2.182.75g.342,OO
b. Belanja bunga

b. Belanja Langsung

1) Semula

2) Bertambah

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)

c.Belan」 a subsidi

l)SCmula

2)Bertambah/(Berkurang)

d BclanJa hibah

l)Semula

2)Bertambah

Jumlah Belanja Bunga Sctelah pertrbahan Rp.

Rp  498 436 319 500,00

Rp.   27999.377037.00

Rp  815 864.580.806,00

Ro   91.318178.536.00

Rp 0,00

Rp._______――一一―   °・00

Rp 0,00

Rp              O,00

Rp   25.441.75000o,00

RID

Jumlah Belanja Subsidi Setelah perubahan Rp.

Pertrbaha n

Rp.

0,00

0,00

5.728,700.ooO,oo

O,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah perubahan Rp. 28.584.2SO.OOO,OO
e. Belanja bantuan sosial

I ) Semula

2) Berkurang

Jumlah Bantuan Sosial Setelah
f. Belanja bagi hasil

1) Semula

Rp. 5.849.'/00.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil
g. Belanja bantuan keuangan

Seteiah Perubahan Rp.

RP

1)Semula

2)Bertambah

」umlah BclanJa Bantuan Keuangan

Setclah Perubahan

0,00

RP   53.849534111,oo

Rp.    9.517.981585,00

Rp. 63.367515.696,00

‐
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tr. Bclanja tidak tcrduga

l) Scmula Rf:. 4.054.64 1.154,00

2) Berkurang (Rp. 36.264.999.85)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 4.018,376.154,15

Setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 21.189.719.500,00

2) Bertambah I?JL__ 1.9S4.SS4.71Z.OO

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 23.144.254.217,OO
b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 254.562.992.866,00
2) Bertambah Rp. _ L9.4Z9.848.T|S.OO

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 224.042.841.611,00
Setelah Perubahan

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 222.683.60T.134,00
2) Bertambah Rp. 6.564.993.575.0!

Jumlah Belanja Modal Setelah perubahan Rp. 229.24g.600.709,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri,iari :

a. Penerimaan

1) SerruJa Rp. Z9.816.913.835,00
2) Bertambah Rp. 69.403.728.964.18

JumlahPenerimaanSetelahperubahan Rp. 149.220.642.2gg,1s
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.000.000.000.00

JumlahPengeluaranSetelahperubahan Rp. 1g.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

t2



a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
1) Semula

2) Bertambah

Setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula

2) Bcrtambah / (Berkurang)

Jumlah pencairan Dana Cadangan

Rp   67.266913835,00

Ro.   69.403728964,15

Rp 0,00

Ro.              0.00

Rp.             0,00

0,Oo

0,Oo

0,Oo

峰            0,00

0,Oo

(l ) huruf b terdiri clari jenis

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 136.670.642.7gg,\s

Setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Ro. _ O.OO

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp.
Dipisahkan Setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah
1) semuia Rp. o,oo
2) Bertambah / (Berkurang) gp=_-._=-_ 

O.OO
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah Rp.
Setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula Rp. |2.SSO.OOO.00O,O0
2) Bertambah / (Berkurang) np. __- O.0OJumlahpenerimaanKembalipemberian Rp. 12.SSO.O0O.OOO,O0

Pinjaman Setelah perubahan
f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula 
Rp.

2)Bertambah/(Berkurangl

」umlah Penerimaan Piutang Daeral■

Setelah Perubahan

(3)Pengcluaran scbagaimana dimaksud pada ayat

pembiayaan:

a Pcmbentukan dana cadangan

l)SCmula              Rp.

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Setelah Perubahan

Rp.

13

Rp.

0,00

0,Oo

‐

ヽ
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b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

1) Semula Rp. 0,OO

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 2.000.000.0000O
Jumlah Penyertaan Modal/Investaei Rp, 2.OOO.OOO,OOO,OO

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang

l) Semula Rp. O,OO

2) Bertambah BU OOq

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp, O,OO

Setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

l) Semula Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Bp.,- O.OO

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Rp. IS.SOO.OO0.OOO,OO

Obligasi Daerah Setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, tercliri
dari :

1. Lampiran I Ringkasan perubahan ApBD;

2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan ,3rganisasi SKpD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan ApBD me.rurut urusan pemerintahan

Daerah, Organisasi SKpD, pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKpD, program dau
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapiturasi perubahan Belar-rja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka pengel:la.an Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jurelah pegawai per Goiongan dan per

Jabatan;



7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tenta-ng Perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 25 Agustus 2014

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

KABUPATEN MAGETAN TAHUN

MANTRI

LEMBARAN D

15

2014 NOMoR 5

理 PATI MAGBrAN,


